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PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2015 …
TENTANG

PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang 
:
a.
bahwa sumberdaya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;



b.
bahwa dalam rangka pembangunan daerah, sumberdaya ikan dan lingkungannya perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat;


c. 
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang baik diperlukan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan perikanan dan pengawasannya;



d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perikanan.

Mengingat 
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004     Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);


3.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);


4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan
: 
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERIKANAN.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perikanan.

5. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

6. Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.

7. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang Perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap ikan atau membudidaya ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

9. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

10. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

11. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

12. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

13. Hasil Perikanan adalah setiap bentuk produk yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.

14. Pemasar Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan memasarkan hasil perikanan termasuk olahannya. 
15. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat TPUPI adalah keterangan yang diterbitkan oleh Dinas kepada Pembudidaya Ikan yang tidak wajib memiliki Izin Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
17. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah unit pelaksana teknis yang menjadi pusat penerapan teknik pembenihan untuk Pembudidayaan Ikan.

18. Pusat Pemasaran Distribusi Ikan yang selanjutnya disingkat PPDI adalah lingkungan terpadu sentra pemasaran hasil Perikanan yang dibangun bertujuan untuk mendukung kegiatan dan/atau usaha pemasaran hasil Perikanan dan pengawasan pengendalian mutu.
19. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat, dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan.

20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
21. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
(1) Kegiatan Usaha Perikanan yang dikembangkan merupakan usaha Pembudidayaan Ikan.
(2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis kegiatan Pembudidayaan Ikan di air tawar.
Pasal 3
Wilayah Pengelolaan Perikanan pada jenis kegiatan Pembudidayaan Ikan di air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), antara lain:  
a. kolam;
b. sungai;
c. situ;
d. embung;
e. waduk;
f. sawah; dan/atau
g. genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan  pembudidayaan ikan yang berpotensial di wilayah Daerah.
BAB III

PERENCANAAN PERIKANAN

Pasal 4
(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan Perikanan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan dan pengembangan Perikanan.

(2) Rencana pembangunan dan pengembangan Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

a. tata ruang;

b. potensi dan permasalahan yang terjadi di lapangan;

c. kesesuaian lingkungan fisik wilayah;
d. ketersediaan sumberdaya pendukung;
e. ketersediaan infrastruktur;
f. kondisi budaya dan kearifan lokal; dan/atau
g. potensi keragaman spesias. 
(3) Rencana pembangunan dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, Pembudidaya Ikan, pengolah ikan, dan Pemasar Ikan;

b. pengembangan sumberdaya manusia;

c. pengembangan kelembagaan;
d. pengembangan infrastruktur; dan

e. kemitraan.

(4) Rencana pembangunan dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara bertahap, sinergis dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB IV

USAHA PERIKANAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
Pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan dilaksanakan berdasarkan ciri khas kondisi Daerah, diprioritaskan pada upaya:

a. pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan terpadu dengan pengolahan dan pemasaran hasilnya;

b. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta diversifikasi usaha pembudidayaan ikan yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan; dan

c. pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah perkotaan, berskala rumah tangga dengan permodalan yang efisien, sarana dan prasarana khas, dan teknologi tepat guna.

Pasal 6

Kegiatan Pembudidayaan Ikan wajib memperhatikan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

a. penggunaan induk dan benih unggul;

b. menerapkan cara budidaya ikan yang baik dengan memperhatikan persyaratan keamanan pangan mulai tahap praproduksi, produksi dan pasca produksi; dan

c. mengembangkan jenis ikan budidaya bernilai ekonomis, sesuai dengan potensi spesifik yang dapat menjadi produk unggulan Daerah serta berorientasi pasar.

Pasal 7
Usaha Pembudidayaan Ikan di Daerah dilakukan oleh perseorangan dan Korporasi.

Bagian Kedua
Usaha Pembudidayaan Ikan
Pasal 8
Usaha Pembudidayaan Ikan dilaksanakan dalam sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Paragraf 1

Praproduksi

Pasal 9
Usaha Pembudidayaan Ikan pada tahap praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

a. pemetaan lahan;

b. identifikasi lokasi;

c. status kepemilikan lahan; dan/atau

d. pencetakan lahan Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 2

Produksi

Pasal 10
Usaha Pembudidayaan Ikan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

a. pembenihan;

b. pembesaran; dan/atau

c. pemanenan ikan.

Pasal 11
Jenis usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, meliputi :

a. usaha  pembenihan ikan;

b. usaha pembesaran ikan; dan
c. usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan.
Pasal 12
Usaha pembenihan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

a. kegiatan pemeliharaan calon induk atau induk;

b. pemijahan;

c. penetasan telur; dan/atau

d. pemeliharaan larva atau benih atau bibit.

Pasal 13
Pengadaan benih ikan dan/atau induk ikan berasal dari:

a. hasil penangkapan dari alam;

b. hasil penangkaran dan/atau pemuliaan di wilayah Daerah; dan/atau

c. pemasukan dari luar wilayah Daerah.

Pasal 14
Usaha pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.

Pasal 15
Usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Paragraf 3
Pengolahan 

Pasal 16

Usaha Pembudidayaan Ikan pada tahap pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

a. penanganan hasil;

b. pengolahan;

c. penyimpanan;

d. pendinginan; dan/atau

e. pengawetan ikan hasil pembudidayaan.

Pasal 17
Pembangunan dan pengembangan pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan kondisi spesifik Daerah dititikberatkan pada upaya:

a. pengembangan teknologi, sarana dan prasarana, lingkungan dan kapasitas produksi unit pengolahan ikan yang ramah lingkungan;

b. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan Hasil Perikanan serta pengembangan jaringan pemasarannya;

c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Perikanan, dalam rangka peningkatan ketertiban, kepastian hukum, peningkatan peluang usaha; dan

d. pengembangan jenis produk olahan yang dapat dijadikan produk unggulan Daerah.

Pasal 18
(1) Proses Pengolahan Ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan Pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan Hasil Perikanan.

(2) Sistem jaminan mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem:

a. pengawasan dan pengendalian mutu;

b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan

c. sertifikasi.

(3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan Pengolahan Ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan Pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan Hasil Perikanan.

(4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan Pengolahan Ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu Hasil Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ikan hasil pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil Perikanan.

(7) Produk hasil pengolahan Perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19
(1) Bahan tambahan makanan hanya boleh digunakan bila diperlukan.

(2) Jenis, bahan tambahan makanan, dan batas maksimum penggunaan bahan tambahan makanan yang diperbolehkan dan/atau dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Setiap orang dilarang mengolah ikan yang berasal dari lahan atau perairan yang tercemar.

Pasal 21
(1) Kegiatan Pengolahan Ikan harus dibangun di lokasi yang tidak tercemar dan yang menjamin tersedianya ikan bermutu baik.

(2) Bangunan untuk kegiatan Pengolahan Ikan dan sekitarnya harus dirancang dan ditata dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan sanitasi.

(3) Sarana dan prasarana yang digunakan pada kegiatan Pengolahan Ikan harus ditata sehingga terlihat jelas tahap-tahap proses yang menjamin kelancaran pengolahan, mencegah kontaminasi silang dan mudah dibersihkan.

(4) Peralatan dan perlengkapan yang berhubungan langsung dengan ikan yang diolah harus terbuat dari bahan tahan karat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi sesuatu apapun terhadap bahan baku yang sedang diolah maupun produk akhir serta dirancang sesuai persyaratan sanitasi.

(5) Peralatan dan perlengkapan yang dipakai untuk menangani bahan bukan makanan atau bahan yang dapat menyebabkan kontaminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, harus diberi tanda dan dipisahkan dengan jelas supaya tidak dipergunakan untuk menangani ikan, bahan penolong, bahan tambahan makanan serta produk akhir.
(6) Bangunan yang digunakan untuk Pengolahan Ikan, perlengkapan, peralatan serta semua sarana fisik yang digunakan harus dirawat, dibersihkan dan dipelihara sesuai standar kebersihan dengan tertib dan teratur.

(7) Pembuangan limbah, baik padat, cair atau gas dari lingkungan kerja harus dilakukan dengan sempurna dan memenuhi ketentuan pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Pengolahan Ikan dan pengemasan produk akhir Pengolahan Ikan harus dilakukan berdasarkan standar pengolahan dan teknik pengemasan yang ditentukan sesuai dengan jenis komoditas.

Paragraf 4
Pemasaran 

Pasal 23

Usaha Pembudidayaan Ikan pada tahap pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

a. pengumpulan;

b. penampungan;

c. pemuatan;

d. pengangkutan;

e. penyaluran; dan/atau

f. pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

Pasal 24
Pengembangan kegiatan pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan kondisi spesifik Daerah dititikberatkan pada upaya:

a. pengembangan sarana dan prasarana pemasaran Hasil Perikanan yang produktif dan memenuhi persyaratan higien dan sanitasi;

b. pengembangan sistem informasi dan jaringan pemasaran yang efektif, efisien dan berdaya jangkau luas;

c. pengembangan kerjasama dan kemitraan yang kuat, efektif serta efisien; dan

d. pengembangan pemasaran ikan hias sebagai produk yang dapat dijadikan produk unggulan Daerah yang khas.

Pasal 25
(1) Pemasaran Hasil Perikanan meliputi:
a. ikan hidup;

b. ikan segar; dan/atau

c. ikan olahan.
(2) Pemasaran ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus bebas dari penyakit dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemasaran ikan segar dan ikan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus sesuai dengan sistem jaminan mutu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada tahap:

a. kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi;

b. kegiatan Pembudidayaan Ikan;

c. kegiatan produksi pengolahan Hasil Perikanan;

d. kegiatan pendistribusian dan pemasaran Hasil Perikanan;

e. pengadaan dan pengelolaan sarana perikanan; dan

f. pembinaan mutu hasil perikanan.

Pasal 26
Pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus berpedoman pada persyaratan higien dan sanitasi.

BAB V

TPUPI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27
Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan harus mencatatkan diri, usaha dan kegiatannya kepada Dinas.

Pasal 28

(1) Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi:
a. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan/atau
b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan kriteria luas lahan.
(2) Pembudidayaan Ikan dengan kriteria luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. usaha pembenihan ikan; dan/atau
b. usaha pembesaran ikan.
(3) Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan dengan kriteria di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria luas lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.  
Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan 

Pasal 29

(1) Setiap Orang untuk memiliki TPUPI, harus mengajukan permohonan kepada Walikota disertai dengan persyaratan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.   
Pasal 30

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Walikota menerbitkan TPUPI.
(2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan TPUPI kepada pejabat yang ditunjuk.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.   
Bagian Ketiga

Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian 
Pasal 31
(1) Perubahan TPUPI dapat diajukan terhitung sejak TPUPI diterbitkan.
(2) Perubahan TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan.
(3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perubahan TPUPI kepada pejabat yang ditunjuk.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
Pasal 32
(1) Perpanjangan TPUPI dilakukan sebelum masa berlaku TPUPI berakhir.
(2) Perpanjangan TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan kepada Walikota dengan disertai persyaratan.
(3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perpanjangan TPUPI kepada pejabat yang ditunjuk.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
Pasal 33
(1) Penggantian TPUPI dapat dilakukan apabila TPUPI asli rusak atau hilang.

(2) Penggantian TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota dengan disertai persyaratan.

(3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penggantian TPUPI kepada pejabat yang ditunjuk.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggantian TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 34
Setiap orang yang melakukan Usaha Perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai:

a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;

b. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;

c. Pembudidayaan Ikan dan perlindungannya;

d. pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumberdaya Ikan serta lingkungannya;

e. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; dan
f. jenis ikan yang dilindungi.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 35
Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumberdaya Ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 36
(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya perikanan.

(2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.

(3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia.

(4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dan pakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya perikanan, lingkungan, dan/atau kesehatan manusia.

Pasal 37
Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan Pengolahan Ikan.

BAB VII
SARANA PRASARANA PERIKANAN

Pasal 38
Sarana dan prasarana dalam Usaha Perikanan, antara lain:

a. sumber air;

b. BBI; dan

c. PPDI.
Bagian Kesatu
Sumber Air

Pasal 39
Sumber air sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi mata air, sungai, saluran irigasi, setu, dan sumber air lainnya, dipelihara dan dilindungi kelestariannya oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
BBI
Pasal 40
(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BBI.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan perangkat daerah.  

Bagian Ketiga

PPDI
Pasal 41
(1) Dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau usaha pemasaran Hasil Perikanan dan pengawasan pengendalian mutu Hasil Perikanan, dibangun PPDI.

(2) PPDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lingkungan terpadu sentra pemasaran Hasil Perikanan, yang meliputi:

a. pasar retail ikan;

b. pasar grosir ikan; dan

c. pasar ikan hias.

Pasal 42
(1) Untuk mendukung pengelolaan PPDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan upaya, yang meliputi:
a. fasilitas tetap yang terdapat dan/atau disediakan di lingkungan PPDI; dan/atau
b. pelayanan jasa.

(2) Fasilitas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

a. lahan;

b. bangunan;

c. media pendingin; dan

d. peralatan.

(3) Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:

a. jasa pelayanan pengujian mutu;

b. jasa pelayanan barang dan alat;

c. jasa pelayanan pemenuhan kebutuhan es;

d. jasa pelayanan distribusi hasil perikanan; dan

e. jasa lainnya.
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB VIII
BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYULUHAN
Pasal 44
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan Perikanan.
(2) Dalam penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait.
BAB IX
PERAN SERTA, PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Peran Serta

Pasal 45

Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Pasal 46
Peran serta Masyarakat dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, berupa:

a. mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan;

b. memberikan informasi; dan

c. memberikan masukan dalam proses perencanaan sampai dengan pengawasan Usaha Perikanan.

Pasal 47

Peran serta Masyarakat dalam tahap pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, berupa menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 48

Peran serta Masyarakat dalam tahap pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, berupa:
a. memberikan informasi atau laporan terhadap Usaha Perikanan; dan
b. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan sumberdaya perikanan dan lingkungan sumberdaya perikanan yang merugikan kehidupannya.
Pasal 49
Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, bertujuan untuk:

a. menjamin terselenggaranya pengelolaan Sumberdaya Ikan secara optimal dan berkelanjutan; 
b. menjamin serta melindungi kepentingan Masyarakat; dan
c. mengakomodasi pengetahuan dan kemampuan Masyarakat dalam pengelolaan perikanan.
Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Kedua

Pemberdayaan

Pasal 51
(1) Pemerintah Daerah mendorong usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam bidang perikanan yang berdaya guna dan berhasil guna.

(2) Pemerintah Daerah dapat  memfasilitasi terjalinnya hubungan  pasar yang baik antara konsumen, pembudidaya, pengolah dan Pemasar Ikan.
Pasal 52
Pemberdayaan Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bentuk pemberian berbagai macam fasilitas, pelatihan, dan program-program yang ditujukan untuk masyarakat atau mengutamakan peran serta Masyarakat.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 53
(1) Dalam upaya peningkatan Usaha Perikanan dikembangkan melalui kemitraan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha beserta pengembangan jejaringnya, pendampingan, penelitian terapan dan rekomendasi kebijakan.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 54

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Perikanan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan, yang memuat mengenai realisasi produksi.

(2) Laporan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB XI
PENGAWASAN 

Pasal 55
Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan Pembudidayaan Ikan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan.

Pasal 56
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Usaha Perikanan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan, pengendalian dan evaluasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 57
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 35 dan  Pasal 54 ayat (1), dapat dikenakan sanksi, berupa:
a. teguran atau peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau

d. pencabutan TPUPI.
BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58
(1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Perikanan dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;  
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang  berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,  pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
h. memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
k. menghentikan Penyidikan; dan
l. melakukan  tindakan  lain  yang  perlu  untuk  kelancaran  Penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59
Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 89, Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60
Setiap usaha perikanan yang telah ada wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang mengatur tentang Perikanan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 26 Agustus 2015
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